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KATA PENGANTAR

Buku ini mecupakon buku yang menggabungkan dua buke pelajaran
Hukum Acara Pudana yang sama yung duterbitkan kurang lehih 19 whun yang
lalu. Kedua buku yang sudsh diterbitian lebib dahulu tersebut berjudul Sari
Hukum Acara Psdana A dan San Hokum Acara Pidana 1B, Baik buku yung
pemama (JA) maupun buku yang kedua (IB) merupakan suatu kesatuan yung
membubas tentang materi bukum acars pidana baik pada tingkat penyidikan,
peountutan dan pemerikssan di sidang peagadilan sertn pelaksunaan dan
pengawasan putasan peagidilan dan sehagamya.

Penyusunan  buku ini dmaksodkan untuk  memesuls  kebutuhan
mahasiswa serta peminat masalab  hukum lainnys, Oleh sebab itn  guna
memenuhi kebatuhan tersebut buku ind disasun dalum bahasa yang sedemasha
mudah dimengerti dan makaad dan isnya. Sekalipun  demikian, lanpa
meninggalkan hakikat ketlmuan dalam bidang hukum, buky ini disasn dalam
perspektifl suatu teori Hukum Bangsa Indomesia, yuite teori Keadilan
Bermartabat (the Dignified Justice Theory Jurisprudence/ Philosophy of Law).
Karepa perspekif keilmuan dalam bidang bukum imilah, maka buku imi
mendapatkan peedikat sifat bermastabat. Karena itw, judul yang diberikan tidak
sernata-mata Hukum Acars Padana tetapi Hukum Acars Prdana Bermartabal.

Bukuy yang ada & wngan pembaca imi, sayn susun dalam rangka
menjawab tantangan vang berusal dari tokob-tokoh dan ilmuan terkemuka yang
menggeluti Filsafur dan Teord Hukum yung masih saja selalu benanya-tanys,
kapankah dalam pengembanan hukum di Indonesia dapat ditemukan suatu s
Hukum Nasional Indomesia yang modem, yang dapat dipakai sebagni suatu
Filsafor Hukum, Teorh Hukum stau Jurispeudence yang universal karena
berakar  atau  begiwa  Pancosiba, termasuk  dalam  menggambarkan  dan
mencrungkan tentang Hukum Acara Pidana,

Jurisprudenceatan Toort Keadilan Bermanaba yang selalu ada dalam
berbagai karya yang sedah saya hasilkan, dan yang digambackan dalam buku
i tidak hanys menjowab tantangan sebagaimuns dikemukakan di atas, tetapi
Juga berussha uniok mebepas ketergamtungan Sissem Hukum di Indonesia
terhadap  pemikiran-pemikiran  (filsafar,  seon, doknin  atau  ajaran  dan
dokmatika) yang ditemukandan dikembangkon & Barst, Dengan demikian,
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maka ada martabat dari Sistem Hukum Pancasila, kKarena sistem dan pemikican
hukum yang dinamakan dengan Keadilan Bermarabat itu dibangun dengan
bahan-bahan vang ada atau digali dari dalam “buami”, dari dalam pikiran dan
Jiwen bangsa (Vedkspeiss) bangsa Indonesia, Sekalipun demikian, karena hukum,
termasuk Hukwm Acara Pidana it adalab suatu institusi vang universal, maka
dalam tecri Keadilan Bermarabat, sejauh pemikiran-pemikican hukum vang
ditemukandan berkembang dalam Tate Hukum sistem dan negara beradab
lainnya tetap dilibat dengan cermat, manakala ada vang dapat dipergunakan
bagi kritik dan pengembangan Sistem Hukum, setelah disaring tedebib dabulu
dengan Sistem Hukum Pancasila vang bermartabat.

Seloma ini, sukn atau tdak suke. merupakan suatn kKenyataon bahwa
sudah terlalu banyak teori vang berasal dan dikembangkan di luar Indonesia
mendominasi —jika tidak mao dikatakan menghegemoni, menguasal dan bahkan
tidak terase telah mendikie— =i kepaln dan pemikiren hukom serta politik di
Indonesia. Karena itn maka sudah saatnyns bangsa Indonesia membangun secara
mandiri, membangun paradigma hukumnya, termasuk paradigma dan Hukum
Acara Pidananva sendir, filsafat hukum ataw jorisprudence-nya sendin dengan
menggunakan ramuan-ramuan yung tersedia dalam jiwe bangsa {Volksgeist)
Indonesia sendin.

Semoga buku ini hermanfaat.

Jakarta, Februan 2021

Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH., M5.i
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